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ABSTRAKSI 

TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM PERJANJIAN KERJA SECARA 
OUT SOURCHING DI PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk. PLAZA 

MEDAN FAIR MEDAN 

OLEH 
ELISTINA Br. PA. 
NIM : 05 840 0085 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Menariknya pembahasan atas perjanjian penempatan tenaga kerja secara out 
sourching, karena perjanjian penempatan tenaga kerja secara out sourching diadakan 
oleh pemberi kerja kepada pencrima pekerjaan dengan beberapa tahapan. Perjanjian 
kerja juga memberikan suatu sebab akibat kepaua para pihak untul< melakukan 
prestw ·, serta melakukan tuntutan wanprestasi apabila salah satu pihak tida.'< 
mdaksanuktm prestasinya dan mcng;..kibutkan kerugian kepada pihak lainnya. 

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam 
skripsi ini adalah tcntang bagaimana akibat hukum yang diterbitkan dengan 
ditandatang:mi pcrjanjian kcrja secara out sourching dengan mengadakan penelitian 
pada PT. Matahari Putra Pr 'ma, Tbk Plaza Medan Fair Medan. 

Adapun 'X!rmasalahan yang diajuk~n dalam penulisan skript.i ini adalah 
Bagaimana tcrjal.inya pr~..Jses perjanjian ker_ a secara out sourching baik itu antara 
perusahaan penerima tenaga kerja, perusahaan sub kontraktor dan pekerja sendiri 
serta bagaimanakah pelaksanan pemberian perlindungan terhadap hak-hak tenaga 
kerja yang ditempatkan secara out sourching. 

Setelah dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan m~lalui studi 
lapangan maka diketahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja secara out sourching 
oleh perusahaan rekanan PT. Matahari Putra Prima Tbk. Dengan cara dilakukannya 
kerjasama antara perusahaan penerima tenaga kerja yaitu PT. Matahari Putra Prima 
Tbk. dengan perusahaan rekanan, selanjutnya perusahaan rekanan membuka 
lowongan tcnlang jenis pckerjaan yang dibutuhkan. Atas adanya permohonan 
h: rscbut maka Jilakukan seleksi dan selanjut hubungan kerja. Setelah selesai 
pclaksanaan hubungan kerja maka diadakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan 
~cbutuhan permintaan pangsa tcnaga kerja perus<! man rekanm1. Pdaksanaan 
f' erjillljiati Kcrja sccara out sourching di PT. 1\.latahari Putra prima, Tbk 
Di.hubungkan Dengan Hak-Hak Normatif Pekerja meliputi : Uang Pesangon, Uang 
'l -3, G<.mti kerugian, Upah serta Kelebihan jam kerja. Akibat hukum dalam 

pe"Jndatangan pcrjanjian kerja sccara out sourching menurut hukum perdata, malca 
,:<hak-pihak yang mcnandatangani perjanjian yaitu pekerja dan majikan terikat 
•. ·' :-ada kescpakatan yung mcrcka buat. Apabila salah satu pihak ingin membatalkan 
- ·.::-] ill1J tilll kcrja maka pihak yang membatalkan harus memiliki persetujuan pihak 
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5 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak. terhingga kepada ayahanda 

dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga 

pcnulis mampu mcnjadi scorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap 

n~ ~.Ayertai pcnulis. 

6 Buat rekan-rekanku yang sealmmnater yang telah mem.berikan darongan nasehat 

dill1 dorongan yang mernbill1gun scmoga kita seh lu bersama-sama dalam suka dan 

duka. 

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

II 

Medan, Maret 2007 

IJ,ulis 
.@_IJ.STINA Br. PA.) 

NIM. 05 840 0085 
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DABI 

PENDAHULUAN 

Pcmbangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

scutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtcra, tcrtib 

dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkan rnasyarakat Indonesia y<mg sejahtera tersebut perlu pcningkatan secara 

terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidepan berbangsa 

dan bcrncgara temtama di dalam mcngisi era reformasi ini. 

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan 

yang secara langsung b~~q)cngaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak 

adalah di bidang hukum perjanjian. Perk~mbangan hukum perjanjian sedemikian 

pesatnya sehingga dalan1 perkernbangannya dikenal berbagai bentuk perjanjian itu 

sendiri. 

Di s1si lain pertwnbuhan penduduk yang cepat dan tidak terealisasinya 

kebutuhan akan lapangan pekcrjaan dengan besamya angka pencari kerja di Indonesia, 

rnernberikan akibat bagi masyarakat pencari kerja untuk menempatkan posisinya pada 

kebijaksanaan-kcbijaksanaan pcmerintahan di lapang m pekerjaan ini, yang salah 

satunya adalah mencmpatkan tcnaga kerja Indonesia untuk bekerja di negru-a asing. 

Besarnya lapangan kerja yang harus disediakan, dan keterbatasan sumbangan 

_·ang dapat diharapkan dari kenaikan elastisitas ketenagakerjaan dari Pendapatan 

Domestik Regional 13rulo (PDRB) di lain pihak, mcrnhual perlumbuhan ekonomi 
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~ 2 

semakin penting. . . 
Propinsi Sumatera Utara khususnya, menurut data statistik yang bersumber 

dari B'adan Pusat Statistik Sumatera Utara, diperoleh bahwa golongan penduduk 

tcrgolong muda. Dengan melihat kepada pertumbuhan angkatan kerja tahun 2000 -

2005 sebesar 2,97% pertahun. Hal ini berarti laju pertumbuhan angkatan kerja lebih 

besar daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia pada periode tahun 

yang sama. 

Kondisi 1m mengakibatkan tenaga kerja melakukan pilihan sulit untuk 

mcnjadikan dirinya potensial bagi dirinya sendiri maupun keluarga, sehingga berbagai 

altcrnatif diupayak<m agar tcnaga kcrja dapat memfungsikan. dirinya. Srlah satu upaya 

tcrsebut adalah melalui penempatan tenaga kerja secara out sourching. Penempatan 

tcnaga kcrja secara out sour·chinK adalah suatu tindakan dari sebuah pen _;ahaan yang 

bergcrak Ji hidang jasa ketcnagakcrjaan dimana tenaga kerja ditempatkan oleh 

pcrusa!taan lerscbut pacla suatu bidang pekerjaan tertentu satpam, tenaga administrasi, 

:>ckretaris dan lain scbagainya sedangkan h~l-hal yang diakibatkan oleh pekerjaan 

tcrscbut sep..::rti upah, gaji, dan lain-lainnya ditanggung oleh perusahaan jasa tenaga 

kerja tcrscbut, meskipun den 1ikian tenaga kerja tersebut tunduk pada peraturan 

pcrusahaan dimana ia bekerja. 

Pcnempalan tenaga kerja secara out sourching tidak sedemikian saja terjadi 

tetapi tcrlcbih dahulu dimulai dari adanya kesepakatan kerja antarn perusahaan 

pcnem:->atan ke1ja dengan perusahaan penerima tenaga kerja, dan antara perusahaan 

p ·ncmpatan kcrja dengan si pekerja sendiri. Kesepakatan dalam hal ini adalah 
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peljanjian yang menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

tcrlibat dalam hal penempatan tenaga kerja secara out sourching. 

Pcrihal out sourching muncul ke pennukaan sebagai suatu alasan yang sangat 

mendesak bagi dunia usaha dan juga penciptaan lapangan keija. Bagi dunia usaha out 

soureL.ng mcrupakan suatu cara bagi pelaksanaan pengefisienan operasional 

pcrusahaan, dimana manajcmcn perusahaan tidak lagi mengurus urusan internal yang 

bisa discrahknn kepada pihak lain yaitu perusahaan out sourching. Sehingga dengan 

adanya out sourrhing tersebut maka suatu pt>rusahaan lebih terfokus un~uk melakukan 

perbaikan terhadap kinerja dan produksi perusahaan. 

Sedangkan bagi tenaga kerja penempatan tenaga kerja secara out sourching 

herarti memhuka prak.tek kurang terlindungi hak-hak karyawan, karena karyawan 

yang ditcmpatkan secara out sotirching tidak secara penuh mendapatkan hak-haknya 

di perusahaan dimana ia bekerja tetapi hak tersebut dipenuhi oleh perusahaan yang 

mcnempatkannya. Dalam kondisi ini ia dapat kehilang?'l hak untuk menjadi karyawan 

tclap, dan ia berkedudukan hw ; a sebagai karyawan har1an semata. 

Pcrjanjian dalam Hukum Indonesia, yaitu Burge/ijk We/hoek (BW) disebut 

rm·rcenkomsl yang bib ditcrjcmahkru1 dalam Bahasa Indonesia bcrarti perjanjian. 

1\:rjanjian mc.:mpunyai arti yang lcbih luas daripada pcrjanjian. Perj<..njian merujuk 

kepada suatu pernik iran akan adanya keuntungan komersial yang dipe1 ioleh kedua 

bc lah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement jang belum 

·. entu menguntungkan kedua bclah pihak secara komersial. 
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4 

Salah satu sebab mengapa perJanJian oleh banyak orang ~elalu dapat 

dipersamakan dengan perjanjian adalah karena dalam pengertian perjanjian 

sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata 

perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut hanya 

menycbutkan scbagai suatu perbuatan dimana 1, (satu) orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap 1 (Satu) orang lain atau lebih. 

Mcnariknya pembahasan atas perjanjian penempatan tcnaga kerja secara out 

sourching, karena perjanji~n f ~ncmpatan tenaga kerja secara out sourching diadakan 

oleh pembcri kerja kepada penerima pekerjaan dengan beberapa tahara.1. Perjanjian 

kcrja juga rm:mherikan suatu sebab akibat kepada para . pihak. untuk melakukan 

prestasi, serta rnelakukan tuntutan wanprestasi apabila salall satu pihak tidak. 

melaksanakan prestasinya dan mengak.ibatkan kerugian kepada pihak lainnya. 

Sebagaimana ditcrangkan di atas untuk sallnya sebuah perjanjian mak.a 

dibutuhkan kcsepakatan para pihak. yang mengadakan perjanjian tersebut dengan 

membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan perjanjian t~rsebut telall 

memiliki kekuatan hukum. Kapankah perjanjian tersebut mengikat dan bagaimana 

kekuatan penanda1angan atas perjanjian tersebut merupakan :" ratu hal yang menarik 

untuk dibahas lcbih lanjut. 

Sclain kcadaan sebagaimana dijelaskan di atas perJanJian kerja secara out 

s urc'1ing juga membcrikan kondisi kuran~nya pelaksanaan jmninan sosial atas diri 

p.ckerja yang dikontrakkan. Hal ini disebabkan karena dari hCJsil penelitian 

ft'.:ndahuluan tcnaga kerja yang ditempatkan secara out sourching tidak dil>erikan 
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Ja.Inm· 1 sosial tcnaga kcrja. Kondisi ini berarti mengkondisika.Il tenaga kerja tidak 

pada haknya dru1 memberikan kondisi keuntungan kepad<.. pihak sub kontraktor atau 

perusahaan yang menempatkan tenaga kerjanya terst>but. 

A. Pcngcrtian dan Pencgasnn Judul 

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "Tinjauan Hukum Tentang 

Sistem Perjanjiun Kerja Secara Out Sourching di PT. Matahari Putra Prima Tbk. Plaza 

Medan Fair Medan". 

Agar tidak mcnimbulkan pertafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka 

selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi . . 

(kata per kata), yaitu : 

Tinjauan Hukum Tcntang bcmrti tclaah hukum terhadap suatu objek yang diteliti . 

Sistcm adalah runtutan, alur, sub bagian yang tertata sedemikian rupa. 1 

Pc~janji<m adalah suatu kescpakatan yang diperjanjikan di antara dua orang atau 

lcbih yang dapat mcnimbulk<m, memodifikasi atau menghilangkm hubungan 

hukurn. 2 

Secara Out Sourching adalah sistem penempatan kerja seorang tenaga kerja pada 

suatu perusahaan, tctapi pekerja tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan 

dimana ia ditempatkan, pekerja memiliki hubungan kerja dengan pihak perusahaan 

yang mencmpatkannya. 

1 lndrawan, Kamu.1· Bahasa Indonesia, Lintas Media, Jombang, 2003, hal. 20. 
1 llasanuddin l~ahman, Conlracl Drajiing, Citra Aditya Bakti,. Band:.mg, 2003, hal. 2. 
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Kerja berarti perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu yar1g dilakukan 

untuk mcncari natkah. 3 

Di PT. Matahari Putra Prima, Tbk Plaza Medan Fair Medan adalah merupakan 

lokasi pcnelitian penulis . 

Dcngan urai<m tcr~dwt muka daput dikatakan bahwa pembahw ·m di dalam 

skripsi ini adalah tcntang bagaimana akibat hukum yang ditcrbitkan dcngan 

ditand<alangani pc~janjian kcrja sccara out sourching dengan mcngada~an penelitian 

pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk Plaza Medan Fair Medan. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam mcmbahas judul di atas ada beberapa dasar yang menjadi laridasan 

alasan pcmilihanjudul yaitu: 

Sebagairnana dijelaskan bahwa out sourching timbul kepennukaan karena 

kepen tingan pcngusaha untuk dapat lebih mengurus operas.onal perusahaan secara 

maksimal, lctapi sccara langsu.ng pula memberikan pengaruh kurang terlindunginya 

kcpcntingan pckcrja karcna adanya kcsempatan bagi perusahaan untuk menghentikan 

kontrak kc1:ja. Bcrdasarkan kcnyataan tersebut penulis ingin mengetahui praktek out 

sourching khususnya dalam kajian hukum ketenagakerjaan. 

Kenyataan yang ditemukan bahwa kontrak kerja secara out sourching oleh 

Undang-Undang Ketenagakcrjaan hanya diperbolehkan untuk dua kali kontrak kerja. 

3 Indrawan, Op.Cit, hal. 300. 
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Dan dalam j)Cne.:tian pet :iahuluan ditemuk: ·n keadaan-keadaa.n bahwa pekerja yang 

dikontrak kerja secara out sourching bahkan ada yang telah lebih dikontrak 2 kali. 

Dengan demikian sepertinya Undang-Undang Ketenagakerjaan kurang memberikan 

perlindungan hukum bagi tenaga kerja. 

C. Pcrmasalahan 

Adapun y<mg mcnjadi permasalahan dalam pem •ahasan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana terjadinya proses perjanjian kerja secara out sourching baik itu antara 

perusahaan penerima tenaga kerja, perusahaan sub kontraktor dan pekerja sendiri ? 

2. Bagaimanakah pelaksanan pemberian perlindungan terh~dap hak-hak tenaga kerja 

yang ditempatkan secara out sourching ? 

D. Hipotcsa 

Hipotcsa adalah mcrupakan jawaban sementara dari penelitian , maka 
harus diuji kcbenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu 
selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat 
dibenarkan oleh penulisnya , w::tlaupun selalu diharapkan terjadi 
demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti 
apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah 
diadakan penclitian-pcnelitian, bahkan mungkin saja ternyata 
kebalikannya. Oleh scr·•b itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa 
d. k 4 tgugur an. 

Adapun hipolesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas 

adalah : 

4 Abdul Muis, Melode Penulisan Skripsi dan Metode Pen litian Hukum, Fakultas 
1 lukum USU, Medan. I 990, hal. 3. 
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1. Terjadinya proses peijanii~.~ kerja secara out sourching baik itu antara perusahaan 

penerima tcnaga kerja, perusahaan sub kontraktor dan pekerja sePdiri didahului 

dengan perjanjian antara perusahaan penerima tenaga kerja dengan perusahaan sub 

kontraktor, haru selanjutnya perjanjian antara sub kontraktor dengan tenaga keija 

yang akan ditcmpatkan. 

2. Pclaksanan pcmbcrian pcrlindungan terhadap hak-hak tenaga keija yang 

ditempatkau secara out sourching kurang terpenuhi. 

f.. Tujuan Pcmbahasan 

Adapun tujuan pembahasan yang dilakuk.an dalam r ~mbahasan skripsi m1 

ndalah pada dasamya : 

i . Pclaksanan pembcrian perlindungan jaminan sosial tenaga keija yang yang 

d:~empatkan secara out sourching belum menunjukkan bahwa tenaga keija yang 

ditcmpatkan sccara out sourching tcrsebut dilindungi. 

Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar saijana Hukwn dengan 

:-' rogram pcndidikan S- J Bidang Hukum Keperdataan . 

.) ·h ~tgai hcntuk sumbangsih kcpcdulian penulis terhadap perkembangan hukum 

: ·~rJanJ!an dalam bidang perjanjian keija khususnya peijanjian keija secara out 

"t: hing. 
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4. Scbagai bahan masukan kcpada masyarakat dan saya sendiri tentang bagaimana 

sebenamya pcngaturan tent<mg hukum perjanjian penempatan tenaga kerja secara 

outsourcing. 

F. Metodc Pcngumpulan data 

Dalam penulisan skripsi mt penulis mempergunakan metoae penelitian 

dengan cara : 

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Pada mctode peneliti,LJ. ini penulis mendapatkan data masukan d: ri berbagai 

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik ~tu dari literatur-literatur, 

pcn1turan-pcraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan 

pt.:t1lll is s't.: nd i ri . 

2. Mctodc Penclitian Lapangan (Field Research) 

Pada pcnclitian lapangrul i1'i penulis turun langsung pada objek penelitian yang 

merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada PT. Matahari Putra Prima~ Tbk 

Plaza Medan Fair Medan baik dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak 

yang berwcnang maupun dengan cara mempelajari perjanjian kerja yang terdapat 

di PT. Matahari Putra Prima, Tbk dengan pihak PT. Jaya Gaiment Sukses Makmur 

Medan. 

G. Sistcmatika p,~nulisan 

SistematikH penulisan dalam skripsi ini penl'lis bagi dalam lima hab yang 
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masing-masing bab terdiri dari beberapa sub Lab, yaitu : 

BAIJ l. PEND.AHULUAN. 

Dalam hab y<mg pcrtarna ini diuraikan tcntang ; 

Pcngertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, 

Hipotcsa. Tujuan Pembahasan Metode PengumpulaT! Data serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB 11. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perjanjian, Syarat 

Sahnya Per:janjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Akibat Perjanjian serta, 

Wanprestasi. 

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN K.ERJA DAN OUT 

SOURCHING 

Yang dibahas ·ialam bab ini adalah tentang : Pengerti~m Out Sourching, 

Pcnger1i<m Perjanjian Kerja, Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja, serta 

Kctc:ntuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tt.!naga Kerja 

BAB IV. AKIBAT IIUKUM DENGAN DITANDATANGINYA PERJANJIAN 

KERJA SECARA OUT SOURCHING 

Dalarn bab ini akan di · 1raikan tentang Perjanjian Kerja Secara Out 

Sourching, Jenis Lapangan Pekerjaan Yang Dibuat Secara Out 

Sourching, Pelaksanaan Perjanjian __ (erja Secara Out Sourching 

Diht l-,ungkan Dengan Hak-Hal Normatif Pekerja serta Penyelesaian 

Scngketa. 
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BABY. 

II 

KESIMPULA.N D \N SARAN 

Dalam bab yang lerakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dru.1 

Saran-Saran . 
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BARil 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 

A. Pengcrtian J>crjanjian 

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang 

lain atau lebih". 

Para srujana hukum perdata pada urnumnya berpendapat bahwa definisi 

pcr:_janjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula 

terlalu luas. 4 

Tidak lcngkap karena yang dirurnuskan itu hanya mengenai pe:rjanjian sepihak 

suja. Dctinisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapanean 

hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tctapi sifatnya 

berbeda dcngan perjanjian yang diatur di dalam J(UH Perdata Buku III. Perjanjian 

yang ...:cmlur dalam KUH Perdata B·tku lii kriterianya dapat dinilai secara materiil, 

dcngan kata lain dinilai dcngan uang. 

M~nunJt M. Yahya 1-larahap perJaDJlan atau verbintennis mengandung 

pengertian "suatt · huhlmgan hukum kekayaarlharta benda antara dua orang atau lebih, 

. ang membcri kckuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan 

,.:ekaligus mcwajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya". 5 

4 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikalan, Citra Aditya Bakti , B~ndung, 
=(1 0 I, hal. 65. 

~ M. Yahya Harahap, SeRi-Segi 1/ukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6. 
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Mcnurut pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang 

mcmbcri wujud pengcrtian pcr~ "mjian, antara lain "hubungan hukum (rechtbdrekking) 

yang menyangkut l1ukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang 

memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatv prestasi". 

Kalau dcmikian, perjanjian adalah hubungan hukum/rechtbetrekking yang oleh 

hukum itu scndiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu 

pcrjanjian yang mcngandung hubungan hukurn antara perseoranganlperson adalah hal

hal yang tcrletak dan berada dalam lingkungan hukurn perdata. 

ltulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan 

yang dapal timbul dengan scndirinya seperti yang dijurnpai dalam harta benda 

kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, de.,gan sendirinya timbul 

hubungan hukwTr antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam 

hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu 

dcng:•q yang lain tidak hisa timbul dcngan sendirinya. Huhungan itu tercipta oleh 

karena m:.mya tinJakan hukum/rcchtshandeling. Tindakan/1Jerbuatan hukum yang 

dilakukan olch pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, 

sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh 

prestasi. Scdangkan pih<L. yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan 

kewajiban untuk menunaikan prestasi. 

Jadi satu pihak mcmperoleh haklrecht dan pihak sebelah lagi memikul 

· cwajiban rnenunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari 

·. ~rbintcnis. Tanpa prestasi, hubungan hukurn y. i.J1g dilakukan be1dasar tindakan 
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hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang 

berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak 

yang .vajib menunaikan prestasi berkcdudukan sebagai schuldenaar atau debitur. 

Karaktcr hukum kekayaanlharta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum 

pcrjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter 

yang paling mutlak. 

Akan tetupi scpertt yang telah pcmah disinggung di atas, karakter hukum 

kckayaan dalam ha.rta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata 

karena ketcntuan undang-undang. Vermogenrecht I hukum kekayaan yang bersifat 

pribadi dalam pcrjanjian/verbintcnis baru bisa tercipta apabila ada tindakan 

hukum/rechthandcl in g. 

Sckalipun yang rnenjadi obj-.:k atau vorrwerp itu merupakan benda, namun 

hukum :-'crjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan 

yang menjadi objck perjanj :an antara pribadi tertentu (bepaalde persoon). 

Sel<lltjutn j a dapat dilihat pcrbedaa.n antara hukum benda/zakenrecht dengan 

hukum perjanjim1 sebagai bcrikut: 

1. llak kebcndaan mclckat pada bcnda dimana saja benda itu berada, jadi mcmpunyai 

droit de suite. 

2. Semua orang sccma umum tcrikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak 

scscorang atas benda tadi, in violable ct sacre. 

3. Si empunya hak atas bend a, dapat melakukan S( gala tindakan sesukanya atas 

bcnda tcrsebut. 
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:(alau hukum kebcndaan bcrsifat hak yang absolut, hukwn kebcndaan dalam 

peijanjian adalah bersifat " hak relatif "/relatief recht. Dia hanya mengatur hubungan 

antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap semua orang pemenuhan 

prestasi dapat dimintanya. Hm ya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya 

berdasar suatu cindakan hukum. Jadi hubungan hukum I recht berrekking dalam 

pc~janji <m hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja. 

llanyu saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian 

hukum bcnda yang diatur dalam KUH Perdata dalam Buku II, yang menganggap hak 

kcbendaun itu " inviolable ct sacrc " dan memiliki droit de suite, tidak mempunyai 

daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai 

dengan asas uniti.kasi hukum pertanahan, -buku Tl KUH Perdata tidak dinyatakan 

berlaku lagi. 

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi Jitekankan 

pada l~1ktor hak. Tctapi dititik bcratkan pada segi penggunaan dan ;ungsi sosial tanah, 

agar selaras dengan maksud dan juwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

I 045. 

Scpcrti yang dikemukak<m, pada umwnnya hak yar~g lahir dari peijanjiar1 itu 

basi fat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada persoon tertentu, jika hal itu 

Jidasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. 

Scpcrti tclah dikcmukakan di atas, pada umur 1nya hak yang lahir dari 

9crjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada persoon 

icrtentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukwn yang lahir atas perbuatan 
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hukum. 

Akan tetapi ada beberapa pengecualian : 

l. Sckalipun tidak ad-.~ hubungan hukum yang mengikat antara dua orang 
tcrtentu (bepaalrie persoon), verbintenis bisa terjadi oleh suatu 
keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan. 

2. Atau olch karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat 
dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan 
hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkr11an 
Arrest (H.R. 10 Juni 191 0).6 

Verbintenis I perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam 

perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hal: mendapatkan 

prcstasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. hi berarti kreditur diberi 

kcmmn11uan olch hukum untuk memaksa kreditur .schuldenaar menyelesaikan 

pdaksanaan kewaj iban I pr..:stasi yang mereka perjanjikan. 

Apabila dcbitur enggan secara suk..~Cela menenuhi prestasi, kreditur dapat 

meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti 

rugi atuu uang paksa. 

Akan tctapi tidak seluruhnya verbintenis mempunyai sifat yang dapat 

j i raksakan. Kckecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenis. Dalam hal ini 

;>n ianjian tcrsebut bersifat tanpa hak. memaksa. Ajdi natuurlijk verbintenis adalah 

"-'..: rjanjian tanpa mcmpunyai kekuatan memaksa. 

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara: 

'' Ibid , hal. 10. 
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l. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking). 
Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari seg1 
hukum perdata tidak mempunyai akibat huk.um yang mengikat. Misalnya 
perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya. 

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan huk.um tak sempuma sep~rti natuurlijke 
vcrbintenis. 
Ketidak scmpurnaan daya huk.umnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu 
atas keengganan debitur memenuhi kewajiban presta: i, kreditur tidak diberi 
kcmarnpuan oleh hukum untuk rncrnaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak 
dapat dipaksakan. 

3. Verbintenis yang sempurna daya kekuatan huk.umnya, Disini pemenuhan 
dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan 
kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan 
sanksi melalui tuntutan e:ksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi 
sr:rta wmg paksa. 7 

8. Syarat Sahnya Perjanjian 

Unluk sahnya su:ltu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Pasal I :no KUH Perdata yaitu : 

1 . Scpakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Caknp untuk rnen1buat suatu pctjru1jian 

) . Mcngcnai sualu hal tertcntu 

4 . S · ..... tu scbab y<mg halal. 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai 

Qrang-{)rangnya atau subyeknya yang mengachkan perjanjian, sedangkan dua 

~~·arat yang terCI' :hir dinamakan sya.rat obje'ctif karena mengenai perjanjian sendiri 

o i ··h obyck dari pcrbuatan hukum yang dilakukan itu. 

7 Ibid, hal. 12. 
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Uengan sepakat atau juga dinamakan penzman, dimaksudkan, bahwa kedua 
subyek yang mengadakan perjanjian itu hams bersepakat, setuju atau seia-sekata 
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang 
lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, di penjual 
mengingini sesuatu barang si penjual . 8 

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan 

dengan tegas, bukan diam-diam. Persctujuan itu juga ~ .1.rus diberikan bcbas dari 

pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan. 

Suatu kesepakata:n dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak 

itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat m::mpengaruhi 

pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat 
dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata 
ada hal - hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam 
perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara 
tidak helms dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna. 9 

Sepakat mereka yang mengikatkan diri yang termuat dalam Pasal 1320 KUH 

perdata adalah asas escnsial dari hukum perjanjian. , \.sas ini dinamakan juga asas 

(ltonomi konsensualitas. Asas konscnsualisme ini mempunyai hubungan yang erat 

<kngan asas kchcbasan herkontrak scbagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat ( 1) 

-; UII Pcrdala yang hcrbunyi "Scmua pcrsetujuan yang dibuat sccara sah berlaku 

.:;;.dJ ~lgai undang-undang bagi mercka yang membuatnya". 

M Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Perselujuan Terlentu, 
: ianjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, 1), Sumur, Bandung, 1995, hal. 7. 

·>Ibid, hal. 17. 
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Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya 

dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-lmdang. Asas kebebasan oerkontrak. 

berhubungan dcngan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa 

-
perjanjian itu diadakan. Peijanjian yang diperbua. sesuai dengan Pasal 1320 KUH 

Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. 

Sclanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan "persetujuan-perset11juan itu tidak. 

dapat ditarik kembali sclain dengan sepakat kedua belah pihak atau :(arena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". 

Kebcbasan bcrkontrak adalah bcrlatar belakang pada paham individualism<.:. 

!vlcnurut paham ini sctiap onmg bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. 

Di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. 

Pcngn' mm isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi 

pcrlu diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kep>!ntingan umum menJaga 

keseimbangan kepentingan individu dan kep ~ntingan masyarakat. Melalui 

f"le nerobosan huh1m perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum peijanjian 

ke bidang hukum publik. 

Pcrjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak 

~ rc mpunym nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, dimana 

-ang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan 

-~mg yang mcmaksa atau mcnolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari 

~:mg yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan vang telah diberikan itu adalah 

-._ ~setujmm yang tidak sef!Ipurla, yaitu tidak memenuh. syarat-syarat yang ditentukan 
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dalaJl' 'asal 1320 KUH Perdata. 

Paksaan scpcrti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan 

sehagai alasan untuk mcnuntut hatalnya perjanji m, yaitu suatu paksaaan yang 

membuat persetuiuan atau perizinan diberikart, tetapi secara tidak benar. 

Mengcnai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan 

penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 

kckeliruan tersebut. Untuk itu penulis hams melihat pendapat doktrin yang . mana 

telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok 

yang terpenting dari obyek pcrjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu 

terh::tdap unsur pokok dari barang - barang yang diper_imjik_an yang apabila diketahui 

a tau seanJainya orang itu _tidal silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak 

akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupaka~ 

mntifyang mcndorong pihak-pihnk yang bersangkutan untuk mcngadakan pcrjanjian. 

Scsuatu kckeliruan atau kcsilapan untuk dapat dijadikan alasan :_~una menun(ut 

:''-'mbatalan pcr_janj ian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa harang- :1arang yang 

mcnjadi pokok perjanjian 1tu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua 

1ikcmukakun oleh cloktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya 

~":keliruan atau de:ngan kata lain bahwa kesilapan itu hams diketahui oleh lawan, atau 

- ling scdikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang 

'l,crhadapan dcngan seseorang yang silap. 

Misalnya si penjual luki an hams mengetahui bahwa si pembelinya mengira 
bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Bast•ki Abdullah dan ia 
mcmbcrikan pembcli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang 
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mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah m~ngadakan 
kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya" .10 

Kekcliruan atau k :silapan scbagaimana yang dikemukakan diatas adalah 

kekciiruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam petjanjian. Jadi orang itu 

mcngadak<m pe1janj ian justru karena ia mengira bahwa penyanyi terse but adalah 

orang yang dimaksudkannyu. 

Dalan1 halnya ada unsur penipuan pada p< rjanjian yang dibnat, maka pada 

salah satu pihak terdapat gambara 1 yang sebenamya mengenai sifat-sifat pokok 

barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak 

iawannya. 

Peri hal a< ·mya per ipuan itu harus die .1ktikan, demikian hal tersebut ditegaskan 

da iam Pasal 1328 ayat I KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini 

m~nerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat 

i! dak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal 

s tj a, paling scdikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, 

pihak yang tertipu tcrjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian 

~ ·padanya.Syarat kcdua untuk sahnya suatu petjanjian adalah, kecakapan para pihak. 

· · ntuk hal ini penulis kemuku an Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu 

_·}pat kita bedakan : 

I. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan petjanjian secara sah. 

10 Ibid, hal. 24. 
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2. Secara khusus dinyatakan bahwa sesL.orang dinayatakan tidak rakap untuk 

mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang 

menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara .suami 

isteri. 

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang 

yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, 

yaitu: I 

I . Anak-anak atau orang yang hclum dewasa 

' Orang-orang yang ditaruh dihawah pengarnpunan 

Wanita yang bt~ rsutm1i 

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan 

umtd e atau orang yang 1':L mh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 

13 30 KUI-1 Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk 

bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia 

·)ertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. 

!Ia! ini rnengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, 

' ·rK·rti yang kila kenai dcngan istilah maritale macht. 

Mclihal kcmajuan zaman, dinuma kaum wanita telah bcrjuang membela 

nak nya yang kita kenai dcngan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan 

: .h hkamah Agung yang dcngan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 

963 tclah menganggap Pasal I 08 dan Pasal 110 KUH Perc tta tentang wewenang 

· .N ang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan 
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pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. 

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tirlak 

cakap ini , pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap 

tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang br ranggapan bahwa perjanjian ini 

dibat<.u-.llll sccara scpihak, ya.itu olcl pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi 

ap;1hila pihak y<mg tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh 

baginya, akan konskwensinya adalah segala akibat d .... ri perjanjian yang dilakukan oleh 

mcrcka yang tid. ·k cakap dalam arti tidak ~ .!rhak atau tidrtk berkuasa adalah bahwa 

pcmbatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu 

pcrjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat 

1-\ita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu 

mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban h11kum dalam 

rn asyarakut di pihak lain. Bilamana dari sudut tujun hukum yang pertama ialah 

mcngeJar rasa kead ilan men tang wajarlah apabila orang yang membuat suatu 

:'.: rjanjian dan nantinya terikat oleh peiJanJian itu harus pula mempunyai cukup 

.-:cmampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan 

H ilJan yang sa tu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan 

- thak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atat· orang sakit 

anr•atan atau pikiran yang pada urnumnya dapat dikatakan sebagai belwJl atau tidak 

:! =>at menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu. 
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Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut 

tujuan hukum dalam rnasyaraknt, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, 

dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasamya berarti juga 

mempertaruhkan harta kt>kay< .tnnya. Malca adalah logis apabila orang-orang yang 

dapat bt!rhuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat 

beba.s terhudap hartu kekuymmnya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidakla.h 

terdapat pada orang -- orang yang tidak di bawah pengampuan atau orang-orang yang 

tidak schat pikirannya, ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawal · vmur. 

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adala1, adanya hal 

tertcntu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang dipeijanjikan harus cukup 

jelas dalan1 m·ti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjc>njian paling sedikit 

harus ditcntukan jenisnya (Pasal 1333 aya· (1) KUH Perdata) dengan penge1tian 

bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau 

ditetapkan. 

Syarat yang ketiga ini menjudi penting, terutama dalam hal terjadi pe1selisihan 

di antara kedua hclah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak 

' an kewajiban dari pada pihak-pihak dalam peijanjian yang mereka buat itu. 

"Jika prcstasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka 

ianggap tidak ada obyek peijanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, pe.janjian itu 

batal demi hukum". 11 

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikalan, Alumni, B.111dung, 2002, hal. 94. 
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Akhirnya sclalu syarat untuk sahnya suatu pe']anJian itu, Pasal 1320 KUH 

P~rclata mcnycbutkan scbagai syara! ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. 

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau 

scpcrti dikcmukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu "Azas-azas hukum perjanjian, 

hahwu dengan p ngcrtiru1 causa adulah buk.m hal yang mengakibatkan hal sesuatu 

kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan 

tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu". 12 

Selaku suatu causa dalam petjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam 

arti bahwa isi petjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh 

dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual 

hanya bersedia rnenjual pisaunya kalau si pembeli m :mbunuh orang. 

Sehubungan dengan pcrbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perJanJian 

;elah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, 

;nnka apabila synrat ohycktif tcrschu,t tidak dipenuhi, perjanjian itu duput dikatakan 

0. 1tal dcmi hukum. Scdw-tgkan dalrun hal syarat subyektif yang tidak dipcnuhi, maka 

1. TkH.Iap pcrjru1jian yang dcmiki<m itu salah satu pihak mempunyai hak untuk 

n cnuntut pcrjanjian yllilg tclah dibuat menjadi batal. 

Dcngan pcrkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka 

lh pat dituntut pembatalannya, sedangkan hila syarat subyektifyang tidak dipenuhi, 

maka pc~janjian itu batal demi hukum. 

12 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (selanjutnya disingkat Wiijono 
·o dJodikoro, II), Sumur, Bandung, 2J04, hal. 36. 
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C. .Jenis-Jenis Perjanjian 

Perj<mjian dapat dibedakilll menurut berbagai cara. Perbedailll tersebut adalah 

b . b "k 13 se agat en ·ut: 

I . Perjanjiilll timbal balik. 

Pct:ianjian tirnbal balik adal,·h pcrjanjiilll yang menimbulkan kewajib<w p,Jkok bagi 

kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. 

2. Perjanjian .:uma-cuma dan perjanjian atas beban. 

Pcrj<mjian Jengan cuma-cuma adalah perjanjian yang mcmbcri keuntungan bagi 

salah salu pihak saja. Misalnya hibah. 

Perjanjian tas bcban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu 

terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada 

hubungannya menurut hukum. 

3. Pcrjanjian bernama (benoemd, specified) dan pefJanJian tidak bemama 

(onbenoemd, unspecified). 

Pct:janjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. 

Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh 

pembcntuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak teijadi sehari-

hari. Pcrjanjian bemama terdapat dalam Bab V samp: i dengan XVlll KUH 

Perdata. Di luar perjanjian bemama tumbuh perjanjian tidak bemama.. yaitu 

perjanjian-perjanji<m yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di 

masyarakat. 

n Ibid, hal. I 7--:W. 
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Jumlah perjanj ian ini ridak terbatas. Lahimya perjanjian ini adalah berdasarkan 

asas kcbebasLLn mc:ng;.Jakan perjanj ian <J ·au partij otonomi yang berlaku di dalam 

hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli. 

4. Perjanjian campuran (contractus sui generis). 

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan peiJanJian campuran. 

Pcrjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsPr perjanjian, 

misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi 

mcnyajikan makanan (jual bcli) dan juga men- ) erikan pelayana.1. Terhadap 

pe~janjian campuran itu ada bcrbagai paham. 

a. Mcngatakan bahwa kctcntuan-ketentuan mengenat perJanJtan khusus 

diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari petjanjian khusus tetap 

ada (contractus sui gcncris ). 

b. Mcngatakan bahwa k ~tentuan-ketentuan yang dipakai adalah Y..etentuan

kctcntuan dari pe~janjian yang paling menentukan (teori absorpsi). 

c. Mcngatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yanc diterapkan 

terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang 

berlaku untuk itu (teori kombinasi). 

5. Pcrjanj i<m obligatoir. 

Pe~j:mjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yllllg mengikatkan diri 

untuk mdakukan penycrahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan 

perikatan). Mcnurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan 

beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas 
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bendanya masih dipcrlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan petjanjian jual 

bclinya itu dinamakw1 perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban 

(ohligatoir} kcpada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering). 

Pcnycrahnnya sendiri mcrupakan perjanjian kebendaan. 

6. Pcrja.njian kebcndaan (zakelijke overeenkomst). 

Pc1janjian kchcndaan adalah pcrjanjian hak atas bcnda dialihkan I discrahkan 

(Transfer of title) kepada pihak lain. 

7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. 

Petjanjian konsensual adalah petjanjian di antara kedua belah pihfu( yang telah 

tercapai persesuaian k.ehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH 

Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan meng:'mt (Pasal 1338 KUH 

Perdata). Narnun demikian di dalam KUH Perdata ada juga petjanjian-perjanjian 

yang hanya berlaku sesudah tetjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian 

p~.-nitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal :740 KUH 

Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan 

peninggalan Hukum Romawi. 

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya. 

a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari 

kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijschelding) Pasal 1438 

KUH Perdata. 

b. Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu perJanJtan antara para 

pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku Ji antara mereka. 
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c. Petjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asurans1, Pasal 1774· KUH 

Pcrdata. 

d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh 

hukum publik karcna salah satu pihak bertindak sebagai penguasa 

(pr~merintahan), misalnya pcrjanjian ikatan di11as dan perjanjian pengadaan 

barang pemcrinlah (Kepprcs No. 29 tahun 1984). 

D. Akilmt Pcrjanjian 

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yar..g sah berkeku::ttan sebagai 

undang-undang. Semua p,; t _,ctujuan yang dibuat secara sah berlaku seba<sai undang-

undang bagi mereka y<mg membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali, sclain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujwm hams 

dila,ksanakan dengan itikad haik. 

Dcngan istilah semu;1 pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa 

pcr.JUllJI~U1 yang dimaksud bukanlah scmata-mata perjanjian bersama, tetapi ·juga 

mcliputi perjanjian yang tidak hcrnama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu 

d.k I d .. · 14 asas yang 1 -cna . cngan asas partiJ autonom1e. 

Dengan istilah. sesecara sah pembentuk undang-undanL hendak menunjukkan 

hahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat 

14 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 45. 
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menuru1
• hukum a tau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengM secara sah 

disini ialah bahwa pcrbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh 

Pasal 1320 KUI-1 Perdata. 

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut 

pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali se~ara sepihak kecuali 

kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang 

seimbang diantara kedua belah pihak. 

Undang-undang mengatur tentang tst pef]anJtan daL.m Pasal 1329 KUH 

pcrdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen

ciL:men scbagai berikut : 

I. lsi pcrjanjian, 

' Kcpatnhan 

3. Kebiasaan. 

lsi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di 

dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam 

Pasal 1338 KUH Pcrdata. 

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan 

dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam 

Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Plli:>al 1327 KUH 

rcrdata ialah kebiasan yang hidup di tengah masya ·akat khusus (bestending 

gcbruikc..:lijk beding), misalnya pedagang. 
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Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang 

pelcngkap, undang-undang ya1.g bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para 

pihak. 

Urutan isi perjanjian yang tcrdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai 

kt:putusan peradilan mcngalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian 

menjadi sebagai berikut : 

I. lsi perjanjian 

2. Undang-undang 

J . Kebiasaan 

-t. Kcpatuhan 

Hal ini didasarkan pada Pasal. 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan 

bahwa kcbiasaan hanya diaku1 sebagai sumbe rhukum jika ditunjuk olch undang-

undang. 

[ . Wanprestasi 

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek 

hukum, yang masing-ma-;ing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

~ ·cara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. 

Perianjian kcrja merupakan suatu perjanjian bertimr al-balik, kedua subjek 

hulk umnya, yaitu pihak pemberi ketja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan 

,,t" wajiban sccara bcrtimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu. 
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Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali peijanjian ker:ia ada kemungkinan 

salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi 1sr pefJanJran 

sebagaimana yang tcl.ah mereka scpakati bersama-sama. 

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang Jipe.janjikan, atau lebih 

jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka 

clikatakan bahwa pihak terscbut w<:mprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi 

yang 'iiperjanjikan dalam pcrjanjian. 

w;rjono Prodjodikoro, mengatakan "Wanprestasi aJalah berarti ketiadaan 

suatu prestasi dalarn hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan seb'lgai isi 

dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilal". 

pelaksanaan JanJI untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk 

., 15 wanprestas1 . 

Lebih tegas Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa "Apabila dalam 

suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang 

dipet:ianjikaa, maka dikatakan debitur itu wanpresta ~i". 16 

Dari uraian tcrsebut di atas jelas kita dapat mengerti apa sebenamya yang 

dim:::Jksud dcngan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu 

lbcrsalah karcna tclah m~lakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan 

bagaimana ~eseo ang itu ( ikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi. 

15 Wirjono Prodjodikoro, I, Op.Cit, hal. 44. 
'" Mariam Darus Badrulzaman, llukum Perdata Tentang Perikatan, (selanjutnya disingkat 

1ariam Darns Badrul7Aman, I), Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal. 33. 
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Subckti mengemukakan bahwa : Wanprestasi (kelalaian a~au kealpaan) 

;eorang dcbitur dapat berupa 4 (empat) macam: 

1 . Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan 

.L Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat 

. . Mclaksauakan scsuatu yang mcnurut perja 1jian tidak boleh dilaksanakannya. 17 

Sehagaimana bia~;anya akihat ticlak clilakukannya suatu prestasi oleh salah satu 

o1hak dalam pe1janjian, maka J~ ihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini 

..,g rna sckali ticlak diinginkan olch pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah 

~~ rjJdi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ctitekan sekecil 

m ungkin. 

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang 

n t:nderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu: 

Pihak yang din1gikan menuntut pelaksanaan perjanjian 

Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi 

Pihak y<mg dirugikan menuntut pelaksanaan perjanJian disertai ganti rugi 

Pihak yang dirugikan menuntut pcmhatalan perjanjian 

Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. 

Dari hebcrapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di 

~ ~ ·1 s bagi suatu petjanjian timbal-balik oleh ketentuan pasal 1266 KUH Perdata diisya· 

17 Subekti, Jlukum Perjanjian, Cetakan XI, Penerbit PT. lntermasa, Jakarta, 1987, hal. 23 . 
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ratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan 

p~mbalalan pcrjw1jiun kepaul'J hakim. 

Dengan demikian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu pihak 

wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat 1.1ene:mpuh upaya nukum dengan 

menuntut pembatalan peljanjian kepada hakim. 
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BAB III 

TIN."AlJAN lJMlJM TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN OUT 

SOURCHING 

A. Pcngcrtian Out Sourching 

Outsourcing adalah penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh suatu 

pcrusahaan jasa ketenagakerjaan dimana si pekeija terikat dengan peraturan dimana ia 

bekerja sedangkan permasalahan-permasalahan akibat dari pekerjaannya tersebut 

seperti gaji, upah, intensif dan lain sebagainya diurus oleh perusahaan yang 

tk . b k . 18 menempa an ta e erJa. 

Outsourcing adalah penddegasian 0perasi dan manajemen harian dari suatu 

rroscs bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyeciia jasa outsourcing). Melalui 

pcndclegasian. maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan 

iiI i m pahkrm kepac.la perusal1a<~-'1 j asa outsourcing. 19 

Dapal dikatakan bahwa outsourcing adalah salal1 satu hasil sampmg dari 

Business Process Reenginering (BPR). BPR adalah perubahan yang dilakukan secara 

rncndasar oleh satu perusahaan dalam pengelolaannya, yang bukan sekedar bersifat 

rerbaikan. BPR adalal1 pendekatan baru dalam manajemen yang bertujuan 

meningkatkan kinerja, yang sangat berbeda dengan pendekatan lama yal~i continuous 

JH Sumitro Djojohadimusurno, Indonesia Dalam perkembangan Dunia : Kini dan Masa 
'lc.Jicm~, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 55. 

19
Sehat Damanik, Outsourcing dan Perjanjian Kerja 1Yienurut Undang-Undang No. 13 Tahun 

.~003 1cntar1~ Kclena~akerjaan, USS Publishing, Jakarta, 2007, hal. 6. 
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improvement process (proses peningkatan berkelan~utan). BPR dilakukan untuk 

mcmbcrikan rcspons atas perkembangan ekonorni secara global serta kemajuan 

tcknologi yang pesat yang menimbulkan persaingan global yang sangat Jretat. 

Di bidang ketenagakerjaan outsourcing dapat diterjemahkan sebagai 

pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh 

suatu pcrusahaan, melalui pcrusahaan penyedia.pengerah tenaga kerja. lni berarti ada 

dua perusahaan yang terlibat, yakni perusahaan yang khusus rnenyeleksi, rnelatih dan . 

mcmpt•'<:erjakan tenaga kerja yang menghasilkan suatu produk/jasa tertentu untuk 

kepentingan perusaha...'U1 lainnya. Dengan demikian, pen..sahaan yang kedua tidak 

mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga kerja yang bekerja padanya, 

hubungan hanya melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. 

Istilah outsourcing tidak ditemukan secara langsung dalarn Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalarn Pasal 64 Undang-Ulldang No. 13 

Talmn 2003 hanya dikatakan "Perusahaan dapat rnenyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekcrjaan kepada perusahaan lainnya rnelalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa peke~ja/buruh yang dibuat secam tertulis". 

Bcrdasarkan ketentuan pasal di atas, maka outsourcinK atau yang disebut 

dengan pcrjanjian pcmhoronga11 pekerjaan dapat dikatl gorikan dalarn dua kelompok, 

,·aitu: pcnycrahan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain 

untuk dikerjakan di tempat di perusahaan lain tersebut, atau penyediaan jasa pekerja 

oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, yang dipekerjakan pada perusahaan lain ya:1g 

mernbutuhkan. Yang pertarna titik beratnya terletak titik beratnya ]::ida produk 
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kebendaan, sedangkan yang kedua lebih pada orang-perorangan ya.'lg Jasanya 

dibutuhkan. 

Penempatm tenaga kerja secara outsourcing disebabkan kebutuhan akan 

lapangan pekerjaan yang sedcmikian tinggi, yang tidak diikuti t leh tingkat penyediaan 

ta pangan ke~ja baru. Sementara di sisi yang lain pertumbuhan penduduk yang 

.. l·dcmikian besar memberikan akibat semakin sempitnya kompetisi memasuki 

l 1pangan ke1:ja dan murahnya ongkos dari te<~aga kerja tersebut. 

Efektivitas tersebut kian terasa disebabkan kebutuhan pen.1sahaan juga 

me libatkan dirinya dalam bcntuk outsourcing. Perusahaan secara wnum mgm 

dektivitas produktivitas tenc.ga kerjanya dapat berjalan dengan baik tanpa harus 

ocrsusah-susah melakukan seleksi atas tenaga kerjanya. Keadaan tersebut memberikan 
'· 

:d.; i hat perusahaan harus melakukan sistem outsourcing terhadap pegawainya, kareua 

dengan sistem tersebut perusahaan menghindari dirinya dari kewajiban-kewajiban 

i · rh::~dap tcnaga kcrja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jarninan kesehatan kerja dan 

.ll n sebagainya. 

Pclaksanaan penempatan tcnaga kerja secara outsourcing memberikan 

·. • ' 1ggunL~awab tcrhadap hak-hak pckerja oleh perusahaan yang melakukan 

p.:n~mpatan tcnaga kc1:ja tcrscbut sementara perusahaan dimana h:naga kerja 

_;;_cmpatkan hanya mcmihki hubungan kerjc.. dengan rerusahaan outsourr:ing semata. 

-, j j dalam hal ini ada pengalihan risiko antara perusahaan dimana tenaga kerja 

- .'· erja dengan perusahaan dimana si tenaga kerja memiliki keterikatan dalam hidang 

· ~ t.:: nagakerjaan. 
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B. Pengertian Pc•·janjian Kerja 

Hubungan kcrja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang 

majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada 

dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-l .. ew'ljiban buruh terhadap majikan 

serta nak-hak dan kewajiban majikar terhadap buruh. 

Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara buruh dan majikan 

yaitu suatu perjanjian dimma pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk 

bekerja menerir a upah pada pihak lair ·nya yaitu majikan dan pihak buruh 

mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan majikan. Di dalam 

Hukum Perburuhan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur perjanjian 

kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini: 

1. Pasal 160 I a dan Pasal 160 I b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh 

mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang la n majikan selama suatu waktu 

tertcntu dengan menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata). 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketcnagakerjaan. Undang-Undang ini adalah undang-und~ng barn di bidang 

kctcnagakcrjaan yang mcncabut semua peraturan tentang ketenagakerjaan. 

Undang-undang ini disahk:•n di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 d..m dimuat 

dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39. 

Dalam Pa:;al 1 (14) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan perjanjian 

kcrja adalah perjanjian antara pekcrja/buruh dengan pengusaha atau pemberi k~rja 
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yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pi lak. 

Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi dapat 

dilakukan sccara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara 

tertuhs, yaitu surat perjanjian yang ditanda tmgani oleh kedua belah pihak. ·w 

Undang··undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya tambahan 

lainnya di dalam perjanjian kerja maka harus dipikul oleh majikan. Perjan.iian kerja 

adalah penting dibuat seca..a tertulis, agar masing-masing pihak tahu tentang apa

apa yang menjadi kewajiban maupun haknya. Di dalam prakteknya banyak kenyataan 

bahwa perjanjian kerja itu terkadang dibuat secara sepihak oleh majikan, sehingga 

i-;i11ya menguntungkan pihak-pihak majikan, dan buruh karena hanya berkeinginan 

bekc1ja maka perjanjian yang sedemikian itu biasanya disetujui. Jika timbul 

perselisihan :mtara dua pihak, maka majikan dapat berada di atas angin, sementara 

huruh karcna kckurang hati-hatiannya maka akan tetap pad;" pihak yang kalah. 

Clch karcnanya maka peraturan pemerintah di dalam membuat kebijakan dasar 

1tentang pembuatan perjanj.an kcrja ini adalah sangat diperlukan. Untuk menentukan 

serta mcmbuat kepastian lmkum di dalam mu.>alah perhuruhan ini. 

C. Pihak-J>ihalk Dalam Pcrjanjian Kcrja 

Para pihak dalam perjanjian kerja terdiri dari 2 yaitu majikan dan buruh 

(pekerja). Berikut ini akan diuraikan tentang para pihak tersebut. 

20 I man Soepomo, Pengan/(Jr llukum Perhuruhan, Djamh ttan, I 987, hal. 55. 
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1. Tenaga Kerja 

Menurut Pasal 1 Undang-U1.dang No. 13 Tahun 2003 disebutkan, " Tenaga 

kerja aralah : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/atau jasa ba: k untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang 

bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi u~anya 

alam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaGa fisik maupun pikiran. 

Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di atas ialah bekerja di bawah perintah 

orang lain dengan menerima upah. 

Tiap-tiap negara memberikan batas umur yang l · ;rbeda-beda. 

ui incionesia riipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umut maksimum. 
Sedangkan negara-negara lain seperti India misalnya menggunakan batasan umur 
14 tahun sampai 60 tahun. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 14 
tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau di 
atas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. 
Amerika Serikat mula-mula menggunakan batas umur minimum 14 ta~un, tanpa 
batas umur maksimum. Kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikkan 
menjadi 16 tahun. Jadi di Amerika Serikat, yang dinamakan tenaga kt>rja adalah 
pcnduduk y<mg berumnr ; 6 tahun satau lebih, sedan~ mereka yang b~rumur di 
bawah 16 tahun tergolong sebagai bukan tenaga kerja. 1 

Tujuan dari pcmilihan hatas umur tersebut adalah supaya definisi yang 

u ; erikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara 

•~ 1 e milih batas umur yang berbeda karena situ<'si tenaga kerja di masing-masing negara 

21 
Scndjun ManuHang. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta, 1990, 3-4. 
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Juga berbeda. Di Indonesia dipilih batas wnur minimum 10 tahun tanpa batas umur 

maksimum . Dengan perkataan lain tenaga kerja di Inrlonesia adalah sedap penduduk 

yang berumur 10 tahun atau lebih, sedang penduduk yang berumur di bawah 10 tahun 

digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. 

Pemilihan l 0 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan 

-:c:nyataan bahwa dalam umur tcrscbut sudah banyak penduduk berumur muda, 

·c rutama di desa-dcsa, yang sudah bekerja atau mencari peker:jaan. Misalnya dalam 

·ahun 1971, diantara penduduk kota dalarn batas umur 10 tahun sampai 14 tahun 

~e rdapat 7,1 persen yang tergolong bekerja atau mencari pekerjaan, s~dang diantara 

r -:nduduk dcsa tcrdapat 18 perscn. Dengan kata lain sekit: r 16 persen penduduk kota 

Jan des<:L dalam kelompok umur 10- 14 tahun temyata telah bekerja atau mencari 

~<e kerjaan. 

Demikian juga di indonesia tidak meuganut ba~as umur maksimum. Alasannya 

n.-th lah bahwa Indonesia belum mempunyai jarninan sosial secara nasional, hanya 

-~bagian kecil pcnduduk Indonesia yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pc;gawai 

·--,gcri dan sebagian kecil perusahaan swasta. 

13agi golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi 

~ -' butuhan mcreka schari-hari. Oleh karena itu mereka yang telah mencapai usia 

-·.: nsiun biasanya tetap masih harus bekerja. Deng m kata lain sebagian besar 

:·.: nduduk dalmn usia pensiun masih aktif dalarn kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu 

- 1 ~ reka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja. 
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Jadi secara singkat japat dikatakan tenaga kerja adalah bagian ·drri penduduk. 

yaitu penduJuk o..tlam usiu kerja. 

Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan buk.an angkatan kerja . 

.-\ngkatan kerja atau labour force terdiri dari : 

u. Golongan yang bekerja, dan 

b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. 

Kelompok buk.an angkatan kerja terdiri dari : 

a . Go Iongan yang bersekolah 

;-, _ Golongan yang mengurus rumah tangga dan 

rc:. Golongan lain-lain atau pencrima pendapatan. 

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau 

aen rtarna bcrsekolah. Golong<m yang mengurus rurnah-tangga adalah mereka yang 

n c:ngurus ntmah tangga y::~n•l .• anpa memperoleh upah. Sedang yang tergolung dalam 

~ in-lain ini ada 2 macam, yaitu : 

.• Pcnerima pcndapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi 

tctapi mcmperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan 

uang atau sewa atas milik, dan 

iv1crcka yang hidupnya tcrgantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia 

(orang-orang jompo) cacat atau sakit keras. 

-~eti ga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali :nereka yang 

"fiupnya tergantung dari orang lain sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk 

·:crja. Oleh scbab itu kdompok ini sering juga dinamakan se',agai Potensial Labour 
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Force (PLF). 22 

Jadi yang disebut pengangguran adalah bagian dari angkatan 1..erja yang tidak 

bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. 

Tenaga kerja merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan 

masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masy:rrakat tersebut 

~.~d alah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana 

:'cmbangunan harus dijamin haknya, diatur kewaji')annya dan dikembangkan 

daya gunanya. 

Berhubung d<~ngan itu maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 yang 

:lil ~?rupakan lmdang-·undang pokok mengenai tenaga kt..rja, mengatur hak-hak daripada 

~ enaga kerja di dalam beberapa pasal. 

Hak-hak dari tenaga kerja tcrsebut adalah sebagai berikut: 

~- Tiap tcnaga kcrja bcrhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 

kema.nusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat pancasila adalah 

membcrikan kcscmpatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 

pcnghasilan yang membcrikan kesejahteraan. Hal j,,j sesuai dcngan maksud Pasal 

27 ayat (2) Und<mg-Undang Dasar 1945. 

b. Tiap tenaga kerja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat 

dan kemampuannya. 

Disamping jaminan hid up yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasaan, 

22 Ibid, haL 5. 
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yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yc..ng dapat m 

lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapat penghargaan. 

13crdasmkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih 

pckerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus diluksanakan untulc membantu 

tcnaga kc~ja dalam ITil-.ljdakan penycsuaian pekerjaan. 

c. Tiap tenaga kcrja bcrhal atas pcmbinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh 

sert1 mcnambah keahlian dan keterampilan kerja., sehingga pote11si dan daya 

kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan 0an 

keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan 

bangs a. 

Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri 

pada khususnya, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlianlkejujuran, 

karena ketcrampilan kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi, dan 

pcningkatan produktivitas kc~ja. Karena tanpa adanya etisiensi kerja akan 

mcncapai sasamn dan rncngakibatkan merosotnya 

pcnghamhuran dana , tenaga dan waktu. 

hasi I prod11ksi serta 

<:. ' l1ap tcnaga kcrja herhak mcndapat palindungan atas keselamatan, kesehatan, 

kcsusilmm, pcmcliharaan moril kerja serta perlaku~n yang sesuai dengan martabat 

manusia dan moral agama. 

Maksudnya supaya aman di dalam melakukan peketjaan sehari-hari dalam rangka 

meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus 

dilindungi dalam pelbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam 
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pelaksanaan nckerjammya. 

Keselamatan meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, 

alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat k~rja dan 

lingkungannya, serta cara-cara melakukan peketjaan. Sedangkan kesehatan disini 

dimaksudkan sebagai perneliharaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan dengan 

pernberian pengobatan, perawatan tenaga !cerja yang sakit, rncngatur persediaan 

lempal, cara Jan syarat kc1:ja yang rnemenuhi syarat hygienis perusahaan dan 

keseh:1tan kerja untuk pcnc,~galwn penyakit, baik se 1agai akibat pekerjaan maupun 

penyakit umum. 

c:. Tiap tenaga kcrja berhak mendirikan dan rnenjadi anggota perserikatan tenaga 

kc~ja. 

1 

Perscrikat·an tcnaga kerja atau yang sekarang disebut serikat keija pe~]u diadakan 

IJJJtuk melindungi dan 11.-:mcperjuangkan kepentingan tenaga kerja. 

Serikat peket:ja lliCrl!pakall kekualan sosial yang mcmpunyni rung~i sosial da!am 

usaha mcncapai rnasyarakat Pancasila Pembentukan Serikat Pekerja ini adalah 

scsuai dcngan pasal 2!{ Undang-Undang dasar 1945. 

Pcngusaha 

Dalam buku Hukum Pcrburuhan Indonesia pengertian-pengertian dari pada 

·maj i kan/pengusaha adalah tidak sarna, dan sarna halnya dengan pengertian untuk 

buruh dan pekerja. 
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Menurut ketentuan dalam Hukum Perburuhan pengertian majikan/pengusaha 

tbpal kita pedomani perumusan pengertian sebagai berikut : 

a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam arti kata majikan 

adalah: 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri, 

2) Orang perscorangan, persekutuan, atau badan hukum yang .->ecara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, 

3) Orang pcrseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkcdudukan di luar wilayah Indonesia. 

b. Kamus Hukum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa 

rnajikan ialah pcngusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberi 

k . 2.l pe erpan 

D:·lam kehidupan m1 manusia mempunyai keLutuhru yang beraneka ragam, 

untuk dapat memenuhi semua kcbutuhan tersebut manus1a dituntut bekerja. Daik 

pckc1jaan yang diusahakan scndiri maupun maksudnya bekerja pada orang lain 

J>ckcr:ja~m yang diusahakar scndiri maksudnya adalah bekeija dcngan bergantung pada 

oran6 lain, yang mcmhcri pcrint~ dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan 

p:ttuh pada orang lain yang mcmbcrikan pekeijaan tersebut. 

. 
21 W.J.S. Pocrwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 

hal. f91. 
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Kaitannya dengan hukum ketenaga-kerjaan bukanlah orang yang bekeija atas 

usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak lain. Namun karena 

J..:etentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan-pembatasan tentang macam 

pt:kerjaan yang tidak tercakup dalam hukum ketenaga-kerjaan, yakni sebagai berikut : 

Hukum ketenagakcrjaan adalah sebagian dari hukum ~"mg berlaku (segala peraturan-

l'l:rdturan) yang mcnjadi (1asar .lalam mcngatur hubungan kerja antara buruh (peker:ja) 

c!e ngan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang 

l:mgsung bersangkut paul (kngan hubungan kerja terscbut. 

Molenm mcnyatakan hahwa, Arheidrecht (Hukum Ketenagakerjaan) adalah 

b:tgian da_ri hukum yang her!aku yang pada pokoknya mengatur hubt ngan antara 

buruh deng<m buruh, dan buruh deng:.m pengusaha. 24 

Mok berpendapat bahwa, 1-lukum ketenagakerjaan adalah hukum yang 

hnkenaan ckngan pcke1:jaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lam dan dengan 

I' ·nghidupan yang langsung berganlung deng -n pekc~jaan itu 25 

Soctikno, mcngatakan hukum ketenagakerjaan adalah : Keseluruhan peraturan-

r eraturan hukum mcngenai ht bungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara 

pt:ribadi ditempatkan di bawah peerintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-

keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hnbungan keija 

26 terse but. 

24 Ibid, hal. 2. 
25 Halili Toha dan Hari Pnunono, Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Penerbit Bina 

Aksara, Jakarta, 1997, hal. 2. 
26 Imam Socpomo, OpJ'it, hal. 3_ 
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Imam Soepomo, berpendapat bahwa, hukum ketenagakeJjaan adalah suatu 

himpumm peraturan,baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kajadian 

dimana sescorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah 27 

Dari beberapa perumusan hukum ketenagakerjaan yang telah diberikan oleh 

hdx~rapa ahli ter~·.cbut. dj atas dapat dirumuskan beberapa unsur ke'tenagakerjaan antara 

lain: 

1. Adanya scrangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

2. Peraturan tcrscbut mengcnai suatu kejadian. 

3. Ada.nya orang (buruh/pekerja) yang bekeJja pada pihak lain (majikan). 

4. Adanya upah. 

Pada pembicaraan hukum ketenagakerjaan ini perlu pula di:(emukakan 

pcndapat dari N .. E.H. Van Esvcld yang tidak membatasi lapm1gan hukum 

ketenagakerjaan pada hubungan kerja dirnana pekeJjaan dilakukan dibawah pimpinan 

tetapi meliputi pula pekcrjaar yang dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan 

. b d "k .1" 0 21! alas l<mggung-_1awa an re~a o scnulrl. 

Kalau diperhatikan pendapal dari Van Esveld tersebut maka jelas bertcntangan 

dengan pcmbatasan yang telah disebutkan di atas yakni tentang macaiT' pekeJjaan yang 

tidak lcrca.kup dalam hukum kctcnaga.kerjaan , salah satunya adalah orang yang 

bekerja atas d.asar resiko dan tanggung-jawab sendit1, s~;bab maknr, dar1 kata ketena-

27 Lalu Husni, Hubungan Kerja, Dasar-Dasar Hukum Per, uruhan, Penerbit Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1994, hal. 3. 

'lJ{ 
Imam Soepomo, Op.Cit, hal. 3. 
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gakerjaan itu sendiri menunjuk pada suatu kejadian dimana seseorang yang disebut 

buruh beke~ja pada pihak lain yang disebut majikan den ;an menerima upah . 

.Tadi jelas bahwa orang bekerja atas rcsiko dan tanggung-jawab scndiri tidak termasuk 

dalam hukum ke tcnagakerj aan. Karena tidak menunjukkan adanya hubungan antara 

nrang y:mg satu (buruh) dengan orang lain atau pihak lain (majikatl). 

Tt:rhadap pendap<~l V ;111 Lsvdcd, Imam Socpomo bcrpcnuapat : Bahwasanya 

hukurn kctenagnkcr:jaan ini l:· ~ n halnya dengan hukum tenaga kerja atnu hukum 

angkatan kerja dan tidak juga rneliputi pekerjaan bebas (diluar hubungan kerja) seperti 

yang dikemukakan olch Van Esvcld 2
'J 

Untuk mcmbuktikan apa yang dikemukakan di atas dapat kita lihat dalam 

Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1984, dimana dikatakan hahwa pekerjaan 

adalah, pckc~jaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja 

dcngan mcncrirna upah. 

Dalam kaitanny<~ dcngan pengertian di atas perlu dikemukakan bahwa hukum 

kctenagakcrjaan tidak meliputi pegawai negeri meskipun secarajuridis pegawai negeri 

dapat dikatakan scbagai buruh karena bekerja pada pihak lain (negara) dengan 

mcncrima upah (gaji) tetapi secara juridis politis terhadap mereka tidak diberlakukan 

pcratur<m-pcraturan kctenagakcrjaan, tetapi peraturan-peraturan tersendiri seperti 

undang-und<mg No. 8 Tahunn 1974 tcntang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan-

p~:raturnn 'ainnya. 

29 Ibid , hal. 6. 
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D. Hubungan Kcrja 

Hubungan kerja pada uasarnya hubungan antara buruh tenaga kerja dengan 

majikan sctelah adanya perjanjian, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si 

tcnaga kerja mengikatkan dirinya pada pihak lain, untuk bekerja dengan mendapatkan 

upah, dan m::~jikan menyatakan kcsanggupannya untuk mempeketjakan si ten"ga kerja 

dcngan mcmbayar upah. 30 

Dalam hubungan antara buruh dan majikan, secara juridis buruh adalah bebas 

karcna prinsip negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak, maupun diperhamba. 

Scmua bentuk dan jenis perbudakan, dan perhamb<fu.l1 dilarang tetapi s~cara sosiologis 

buruh itu tidak bcbas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain 

selain tenaganya dan kadang-kad:mg terpaksa untuk menerima hubungan ketja dengan 

majikan mcskipun mcmben:1tkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih jika saat sekarang 

ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan 

p,:ker:jaan yang tcrscdia. 

/\kibatnya knaga buruh scringkali diperas oleh majikan dengan upah yang 

relati1' kecil. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan 

pcrtll' ' : .. ng-undangan untuk melindt•ngi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaan 

majikan guna mcnempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia. 

Jo Zainal Asikin.ct.all, na.wr-l>a.wr Hukum Perhuruhan, Raja Gralindo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 34. 
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Dengan hal tersebut maka tujuan dari hukurn ketenagakerjaan adalah sebagai 

bcrikut. : 

I. Untuk mencap<~ilmelaksanakan. ke(.ldilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. 

2. Untuk melindungi ten;1o:,; kcrja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari 

p~nguasa, misalnya dengan mcmbuat atau rnenciptakan peraturan-peraturan yang 

sif~ltnya mcmaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wen~mg terhadap 

pihak tenaga ke1ja sebagai pihak yang lemah. 

Scpcrti diketahui tujuan hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan 

snsial dalam bidang ketenagake1jaan yang diselenggarakan dengan jalan rnelindungi 

buruh tcrhadap kekuasaan majikan. 

Perlindungan buruh dari kckuasaan majikan terlaksana apabila peraturan

pcraturan dalam bidang ketcnagakcrjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan 

bcrtindak scperti dalam perundang-undangan tersebut benar dil:-ksanakan semua pihak 

karcnu kcbcrlakuan hukum tidak dapat diukur sccara juridis Sf~j~J. Tetapi juga diukur 

secara sosiologis dan tilosofis. 

Peraturan-peraturan tcrsebut rnerupakan perintah atau larangan dan 

rncmberik..m sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu baik dengan tidak sah atau 

batalnya perbuatan yang melanggar peraturan tersebut rnaupun dengan hukurnan 

kurungan atau denda. 

Dcngan dcmikian IJlaka hukum ketenagakerjaan dapat bersifat privat/perdata 

dan dapat pula bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata karena hukum 

ketenagakerjaan itu mengatur pula hubungan antara orang perorangan dalam hal ini 
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antara buruh dengan majikan dimana dalam hubungan kerja yang dilakukan mernuat 

suatu pexjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja, sedangkan ketentuan rnengenai 

perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata. 

Di samping bersifat perdata seperti disebutkan di atas hukurn perbu:uhan juga 

bcrsifat publik karcna : 

I. Dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur ·angan dalam menangani masalah

masalah perburuh<m a tau ketcnagakerjaan, n ,isalnya dalam penyelesaian 

pcrsclisihan pcrbmuhan atau pcrnutusan hubungan kerja (PHK). 

2. Adanya sanksi pidana dalarn setiap peraturan perundang-undangan. 

E. Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 

Untuk melaksanakan pembangunan ini rnaka tenaga kerja harus bekerja. 

Pengertian atau makna bekerja menurut penjelasan undang-undang No. 13 Tahun 

2003 n~empunyai makna banyak, luas dan dalam, yaitu : 

1. Ditinjau dari segi perorangan : 

Bckerja adalah gcrak daripada badan dan pikir~n setiap orang guna memelihara 

kd<mgsungan hidup badaniah maupun rokhaniah. 

2. Ditinjau dari segi kemasyarakatan. 

Bcke1ja adalah melakukan pekerjaan untuk rnenghasilkan barang atau jasa guna 

memuaskan kebutuhan masyarakat. 

3. Ditin,iau dari scgi spritual : 

Bckerja merupaka.n hak dan kcwajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdi 
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kerada Tuhan Yang M :1 h ~1 :.:sa 31 

Undang-Un.dang No. 13 Tahun 2003 tentang ketentuan-ket~r:tuan Pokok 

Mcngenai tenaga Kerja ini adalah merupakan Undang-Undang Pokok di bidang 

ketenagakerjaan, yang merupakan pokok-pokok tmtuk menjamin kedudukan sosial 

L'konomi tenaga kcrja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan 

sosi:JI ckollomi ten a g:1 kl:I:ja ::;csuai dcngan cita-cita dan aspirasi Hangsa Indonesia. 

lJndang--llndang No. I J lahun 2003 terdiri dari 18 Bab yang di qalam 

operasional, undung-unJ~mg ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu : 

I. 11ra employment (scbelum mcmasuki hubungan kcrja), aturan pelaksanannya 

adalah: 

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakcrjaan di 

perusahaan. 

Dala.m rangka pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dal?m kualitas 

dau kuantitas yang memadai serta untuk memberikan pelayanan sebaik

baiknya kepada para pcncari kerja termasuk penempatan tenaga kerjJ yang 

tcpat guna, maka diperlukan data mengenai keadaan ketenagakerjaan dari 

sctiap perusahaan. 

b. Kcputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor Lowongan 

pekerjaan. 

11 Sendjun Manullang, Op.Cit, hal. ' 
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Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib segera melaporkan secara 

tertulis setii.lp aJa atau <~k <m ada Jowongan pekerjaan kepada Menteri/Pejabat 

yadg ditunjuk untuk itu. 

c. Peraturan Menteri No . 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan tenaga Keija. 

Tujmmnya agar setiap orang mengadakan perjanjian kerja yang akan 

dipekcrjakan baik Ji Jalam maupun di luar negeri dalam berbagai kegiatan 

ekonomi atau sebagai seniman, olahragawan atau tenaga ilmiah. 

Pengerahan tenaga kerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja dari suatu daerah, atau dari luar negeri dengan memindahkannya dari 

daerah yang kelebihan tcnaga keija. 

d. Latihan Ke~ja. 

Tuga wewenang dan tanggung-jawab penyelenggaraan latihan kerja diatur di 

dalarn Keputusan P"esidcn No, 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 

t alun I (F. l. 

Dcng<m latihan kerja dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan 

mernberikan serta meningkatkan keterampilan dan keahlian guna membentuk 

sikap kerja, mutu kerja dan produktivitas keija. 

e. Penempatan tcnaga kerja. 

Dalam GBI-fN clinyatakan bahwa perluasan dan pemerataan kesempatan keija, 

peningkatan mutu dan perlindungan tenaga ke ja adalah kebijak<;anaan yang 

sifatnya rnenyclunih di semua sektor. 

Sasanm utama peningkatan perluasan kesempatan kerja di arahkan kepada 
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usaha penanggulangan pengangguran sebagai akibat tiugkat pertumbuhan 

angkatan kcr:ja yang cukup tinggi dibao~ding pertumbuhan ekonomi yang masih 

bclum seimbang. 

A las dasar it u lah penan(:!_anan masalah ketenagakerjaan dititikberatkan kepada 

ltpaya r~lll:lllpatan kcrj;r mdalui .ialur-jalur kesempatan kerja sebagai berikut : 

Pendaflar:m pengangguran 

Bur:·;a tenaga kerja 

AKAD (Antar Kerja Antar Daerah). 

AKAN (Antar Kerja Antar Negara ). 

2. During Employment ( dalam hubungan kerja), meliputi : 

a. Hubungan Kerja. 

S,~jak campur tangan pemerintah dalam masalan hubungan keija, maka hukum 

ketenagakerjaan yang mcngatur semua aspek hubungan ketenagakerjaan 

hcrg~scr arahnya dari ;1spck hubungan kctcnagakct:iaan privat menjadi 

hubungan publik, akan tetapi tctap rncnjamin kebehasan tcnaga kerja dalarn 

bidang ketenagakerja<Jn, sepcrti memilih bidang kerja yang sesuai. 

Perjanjian kerja merupakan pangkal tolak daripada perkembangan hukum 

ketenagakerjaan dewasa ini dan untuk masa yang akan datang, guna 

mendewasakan asas demokra."i yang berintikan musyawarah untuk mufakat. 

Sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat peiJanjiart kerja, namun dalam 

praktek perjanjian kerja dibuat oleh pekerja (·an pengusaha untuk terwujudnya 

kcpastian dan keadilan tcrhadap perj:njian kerja. 
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Perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha ini sangat diperlukan 

untuk : 

Memberikan la_tdasan padajiwa Falsafah Pancasila 

Mcmberikan arah agar perjanjian kerja benar-benar mendptakan kondisi 

yang lebih mantap dalam hubungan kerja. 

Agar pihak-pihak yang bcrsangkutan dapat menikmati suasana serta iklim 

kctertiban hukum yang berintikan keadil m. 

b. Syarat-syarat kerja. 

Pe~janjian kerja bersama (kesepakatan kerja bersama) adalah merupakan 

pcraturan induk ba~·i anggola Serikat Pekerja di satu. pihak dengan pengusaha 

atau perk ·mpulan 1engusaha di pihaL lain, baik yang telah maupun yang akan 

diselenggarakan. 

Kesempatan kerja bersama (KKB) pada umumnya memuat syarat-syarat yang 

harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja di kemudian hari. 

Di samping KKB, setiap perusahaan yang mempekerjakan 25 orang tenaga 

kcrja atau lehih wajih membuat peraturan perusahaan. Hal ini krcantum di 

dalam pa~;a l 2 ayat (1) Pcralunm Menteri tenaga (erja No.2 tahun 1978. 

Di dalam membt;at r,_.:ratunm pcrusahaan, pengusaha harus berkonsultasi 

dcngan karyawan-karyawannya. Peraturan perusahaan ini memuat ketentuan

kctentuan Lcnl<mg syaral-syarat kcrja scrta tata tertih pcrusahaan, dan hal-hal 

yang dianggap perlu olch tcnaga kerja dan pengusaha untuk dicamumkan di 

dalamnya. 
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c. P~ngawasa11 ketenagakcrj~tan. 

Kcbcrhasi I an pcngawasan ketcnagakcrjaan adalah salah satu faktor yang 

mencntuk.an bagi teci ptanya keserasian kerja antara para pengusaha dan 

tenaga kerja. Adapun pengawasan ketenagakerjaan ini telah diatur dalam 

pcraturan peru.ndang-undangan, yaitu : 

Undang-Undang No. 3 tahtm 1951 tentang pemyataan berlakunya 

Undang-Undang pcngawasan perburuhan No. 23 tahun 1948 untuk. seluruh 

Indonesia. 

Unda.ng-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

Pcraturan Mentcri No. 3 tahun 1984 yaitu tentang pengawasan 

ketenagakerjaan tcrpadu. 

d Pcrselisihan Kctenagakcrjaan/PHK. 

Mclihat lcmahnya kccludukan serikat pekerja hila dibandingkan denGan 

kedudukan pcngusaha nwka campur tangun pcmcrintah dalam mcnyelcsaikan 

persclisihan ketenagakerjaan sangat diperlukan. Mengenai penyelesaian 

perselisihan perburuhan/ketengakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang No. 

22 tahun 1957. 

Pengusaha yang ak<m mengadakan pemutusa.1 hubungan kerja (PHK) terhadap 

tenaga kc ·ianya harus ada izin dari PLl Daerah/P4 Pusat. 

Mcnurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 ini proses penyelesaian 

perselisihan ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap sebagai berikut : 

Tahap pertama, scdapat mungkin PHK harus dicegah. 
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Tahap kedua, bil.a dengan segala upaya dimana PHK tidak dapat lagi 

dicegah. maka pengusaha harus merundingkan dengan serikat pekeJja atau 

bcrsruna p(:kerjaltenaga kerja yang bersangkutan, dalam hal tidak menjadi 

anggota se1ikat pekerja. 

Tahap ketiga, apabila 1erundingan antara pengusaha dengM serikat 

pekcrja atau pekcr_ia/ tcnaga kcrja tidak berhasil, maka pemerintah harus 

campur Iangan dalam pcnyelesaian pers-.:lisihan ini dengan menyerahkan 

pcrsc 1lan ini "epada P4 daeraht'4 Pusat untu¥ diproses dan diputuskan. 

terhadap putusan P4 Pusat ini merupakan upaya terakhir dalam 

penyelesaian perselisihan dan hanya dapat dic~puri oleh Menteri Tenaga 

KeJja berupa penundaannya, demi kepentingan umwn/nasional. 

3. Post Employment (Sesudah Bckerja). 

Yang diamksud dengan Post Employment ini antara lain Tabungan Hari 

Tua/Pcnsiun, yang mcn1pakan hagian dari Pro •.ram jaminan Sosial Tenagu 

Kcr:ja. 

Program jaminan Sosial lcnaga kc~ja ini sccara kcscluruhan mdipuli Asuransi 

Kccelakaan Kc1:ja, Tahungan llari Tua dan Asuransi Kcmatian. 

luran l'cmbangunan Hari Tua ditanggung sccara bersama - sama antara tenaga 

kcrja dengan pengusaha /perusahaan. Besarnya iuran tabungan ha1 · !ua untuk 

masing-masing adalah, 

a. I uran dari pengusaha sebesar 1 ,5% dari upah tiap bulan 

b. luran dari Lcnaga kerja scbesar I% dari upah tiap bulan 
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Dengan demikian perusahaan diberikan wewenang tmtuk melakukan pemotongan 

lcrl,acbp upah tcnaga kerjanya sebesar 1% dari upahnya, dan bersama-sama 

dengan iuran dari perusahaan tersebut (1 ,5%) dibayarkan oleh pengusaha kepada 

Badan Penyclenggara I ASTEK (Asuransi Tenaga Keija). 

Tabungan hari tua ini dibayarkan oleh perus .• haan kep~da tenaga ker:ja da]arn 

hal: 

a. Teuaga Ker:ja yang bersangkutan mencapai usia 55 Tahun, 

h. Tenaga kerja yang hersa.ngkutan mengalami cacat total/t<!tap menurut 

kctcrangan dokt.er yang ditunjuk oleh perusahaan. 
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A. Kcsimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

88 

I. Pclaksnnaan p~ncmpa.an tcnaga kerja secara out sourching oleh perusahaan 

rekanan PT. Matahari Putra Prima Tbk. Dengan cara dilakukannya kedasam<j 

antara pcmsahaan pcnerima tenaga kerja yaitu PT. Matahari Putra Prima Tbk. 

dengan perusahaan rckanan, selanjutnya perusahaan rekanan membuka 

lowongan tcnl<mg jcnis pckerjaan yang dibutuhkan. Atas adanya permohonan 

tcrscbut maka dilakukan scleksi dan selanjut hubungan kcrja. ~ctelah selcsai 

pclaksanaan hubungan kerja maka diadakan peneMpatan tenaga kerja sesuai 

.lengan kebutuhan pcrmintaan pangsa tenaga kerja pclUsahaan rekanan. 

2. Pelaksanaan Pcrjm.Jian Kerja secara out sourching di PT. Matahari Putra 

prima, Tb1< Dihubungkan Dengan Ha..-Hak Normatif Pckerja meliputi : 

a. Uang Pcsangon, 

b. lJangjasa 

c. Ganti kerugian 

d. Upah 

c. Kelcbih:m j;un kcrja. 

3. Akibat hukum dalam penandatangan perJanJI< :1 kerja secara out sourching 

menurut hukum perdata, maka pihak-pihak: yang menandatangani perJlli1Jlan 

yaitu pcketja dan majikan terikat kcpada kcsepakatan yang mereka buat. 
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J\p~1 b il a :-.;:1lah s~1tu pihak ingin membatalkan petjanjian kerja maka pihak yang 

memhatalk an harus memiliki persetujuan pihak lainnya. Pengingkaran 

tt:rhadap perj anjian kerj ;· dapat dimasukkan ke dalam w<.mprestasi. 

4. Perjanj.ian kcrja dibuat secara baku dan dibuat berdasarkan memaksimalkan 

pckerjaan administrasi suatu perusahaan. Perjanjian kerja yang dibuat secara 

baku ini mcmiliki kekualan mcngikat kcpada para pihak haik itu pcngusaha 

maupun pckctjanya. 

B. Sanm 

I. Hendaknya pcrbuatan kcscpakat<m kerja bersama y~ng telah berjalan selama 

ini tctap dipcrtahankan dan hanya diperbaharui jika masa berlakunya telah 

hahis. 

2. Penarapan hak-hak nom1atif pekerja telah dilaksanakan dengan baik sehingga 

dalam hal ini juga pcrlu tetap dipertahankan sehingga karyawan merasakan 

terlindungi dalam rnclaksanak<.m pekerjaannya. 

3. Hendaknya perusahaan dapat memberikan lebih kepada karyawan bawahan 

dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

4. Kepada para pihak dalam petjanjian kerja ini hendaknya dapat menyelesaikan 

perselisihan kerja secara musyawarah dan muf: kat, sehingga hasil yang 

didapatkan tidak mcrugikan kedua helah pihak. 
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